
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 64 TAHUN 2019 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2019 

TENTANG PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN  

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa pemberian bahan makanan tambahan 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. 

Soekarno telah diatur dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 19 Tahun 2019; 

b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi serta adanya 
beberapa penyesuaian terhadap muatan materi, 
maka Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 

2019 tentang Pemberian Bahan Makanan 
Tambahan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 

(H.C) Ir. Soekarno perlu diubah;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang   
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

SALINAN 



 

 

 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

6. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

9. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5607); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

 
 



 

 

 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1213); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 40), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 
6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 

2019 TENTANG PEMBERIAN BAHAN MAKANAN 
TAMBAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberian Bahan 
Makanan Tambahan Pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno (Berita Daerah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 

Nomor 16 Seri E), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan 

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

(1) Bahan makanan tambahan diberikan kepada 

Pegawai BLUD: 

a. Non PNS yang bekerja aktif dan/atau 

memberikan tugas pelayanan di RSUDP. 

b. PNS dan Non PNS yang melaksanakan 

tugas jaga malam dengan jadwal kerja 

pukul 21.00-07.00 WIB. 

(2) Penerima bahan makanan tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh Direktur. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga 

keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Bahan Makanan Tambahan diberikan dalam 
bentuk barang sesuai dengan rincian barang 

yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan 
anggaran atau Rencana Bisnis Anggaran 

BLUD. 

(2) Direktur menetapkan rincian barang setelah 

dokumen pelaksanaan anggaran atau 

Rencana Bisnis Anggaran BLUD disahkan. 

(3) Waktu pemberian Bahan Makanan 

Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Direktur.  

 

 



 

 

 

 

(4) Perhitungan pemberian Bahan Makanan 

Tambahan berdasarkan daftar kehadiran 

yang disahkan oleh Direktur. 

 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 21 November 2019 
 

GUBERNUR 
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

ERZALDI ROSMAN 
 

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 21 November 2019 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 
YULIZAR ADNAN 

 
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019       
NOMOR 52 SERI E 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 
dto 

 

MASKUPAL BAKRI 
Pembina Utama Muda/IV/c 

NIP. 19630306 198603 1 015 


